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penenlitian ini adalah analisis data secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas dan
efisiensi implementasi BUMDesa Kembuan Satu melalui
indicator kondisi keberdaan BUMDesa, program kerja,
mekanisme pelaksanaan dan system bagi laba serta
pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap unit
usaha air bersih sudah berjalan dengan baik sesuai
dengan aturan yang ada dan sesuai dengan harapan
warga desa, dan Faktor determinan pendukung dalam
implementasi BUMDesa ini yakni partisipasi aktif
Masyarakat, sumber daya manusia pengurus dan staf
yang cukup memadai, penggunaan WA atau kotak
saran dan aduan sudah memberikan kontribusi positif
dalam meningkatkan layanan air bersih kepada warga
Masyarakat desa Kembuan Satu. Sedangkan factor
determinan penghambat antara lain: pendampingan
dalam bimtek dan peningkatan kompetensi pengurus
dan staf BUMDesa kurang maksimal, permodalan yang
masih kurang dalam menciptakan berbagai jenis usaha
dalam peningkatan perekonomian warga desa, begitu
pula kurangnya permodalan dalam mendukung
pelayanan penyediaan air bersih dapat dilakukan pada
area tertentu serta pembangunan IT dan digitalisasi
dalam pelayanan dan pembuatan laporan keuangan
belum dilaksanakan secara maksimal.
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PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia menempatkan desa sebagai salah satu pilar
penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan menciptakan daerah yang
produktif serta mandiri. Desa, sebagai unit terkecil dari struktur pemerintahan, memiliki
peran strategis dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya alam
maupun manusia. Dalam konteks ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menjadi instrumen
penting dalam mendorong perekonomian desa. Namun, efektivitas implementasi kebijakan
BUMDesa seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti yang terjadi di Desa Kembuan
Satu, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa.

BUMDesa Kembuan Satu menjalankan beberapa unit usaha, seperti penyewaan aset
desa dan pengelolaan air bersih. Namun, unit-unit usaha ini masih tergolong sederhana dan
belum memanfaatkan potensi desa secara maksimal. Berdasarkan pengamatan, usaha-usaha
yang dijalankan cenderung mengikuti pola yang sudah ada tanpa adanya kajian mendalam
terhadap potensi desa yang spesifik. Hal ini mengindikasikan kurangnya inovasi dan
pengembangan dalam pengelolaan unit usaha BUMDesa, yang dapat memengaruhi
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas pengelolaan BUMDesa.
Pengelolaan unit usaha saat ini masih terbatas pada aktivitas rutin, seperti penagihan dan
pemeliharaan aset, tanpa adanya pengembangan lebih lanjut. Selain itu, aset desa yang
digunakan untuk usaha, seperti pengelolaan air bersih, masih menjadi tanggung jawab
pemerintah desa, yang sewaktu-waktu dapat dialihkan kepada pihak lain. Kondisi ini
menunjukkan perlunya perbaikan dalam manajemen aset dan pengembangan unit usaha
berbasis potensi lokal.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021
sebenarnya memberikan peluang besar bagi desa untuk mengembangkan BUMDesa.
Regulasi ini memungkinkan desa untuk menjalankan berbagai unit usaha sesuai dengan
kebutuhan dan potensi lokal. Namun, implementasi kebijakan ini di Desa Kembuan Satu
masih menghadapi kendala administratif, seperti proses pendaftaran yang belum selesai dan
minimnya inovasi dalam menentukan jenis usaha yang sesuai dengan karakteristik desa.

Faktor determinan dalam keberhasilan unit usaha BUMDesa di Desa Kembuan Satu
meliputi aspek sumber daya manusia, manajemen, dan dukungan regulasi. Keterbatasan
kemampuan pengurus BUMDesa dalam mengidentifikasi potensi desa dan merancang usaha
yang inovatif menjadi salah satu penghambat utama. Selain itu, kurangnya pendampingan
dari pemerintah dalam pengelolaan usaha membuat BUMDesa cenderung stagnan dan hanya
melanjutkan pola usaha yang telah ada sebelumnya.

Untuk meningkatkan efektivitas BUMDesa, diperlukan pendekatan strategis yang
melibatkan kajian mendalam terhadap potensi desa, peningkatan kapasitas pengurus, dan
optimalisasi sumber daya. Pendampingan teknis dari pemerintah atau pihak terkait juga
sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMDesa berjalan sesuai dengan
prinsip efisiensi dan keberlanjutan. Selain itu, pengembangan unit usaha berbasis inovasi
perlu menjadi fokus utama untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat desa.

Penelitian ini penting karena memberikan gambaran mendalam mengenai
implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Kembuan Satu, yang
merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung pembangunan desa dan
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengidentifikasi kendala dan faktor
determinan yang memengaruhi keberhasilan unit usaha BUMDesa, penelitian ini dapat
menjadi referensi bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam merancang kebijakan dan
strategi yang lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendorong pengelolaan
BUMDesa yang inovatif dan berbasis potensi lokal, sehingga dapat memberikan kontribusi
nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan pengentasan masalah
kemiskinan di tingkat desa.

LANDASAN TEORI
Kebijakan Publik dan Implementasinya

Kebijakan publik merupakan alat strategis pemerintah untuk mengatasi masalah
masyarakat melalui serangkaian langkah yang terstruktur, mulai dari identifikasi masalah
hingga evaluasi hasil. Proses ini melibatkan analisis menyeluruh, pengumpulan informasi,
dan pemilihan alternatif terbaik. Kebijakan publik dioperasikan melalui tiga tingkatan:
strategis, organisasi, dan operasional, yang saling berinteraksi untuk memastikan
keberhasilan implementasi. Efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh siklus kebijakan
yang terus-menerus melibatkan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Implementasi kebijakan adalah tahap krusial yang memastikan kebijakan tidak hanya
berhenti di dokumen, tetapi menghasilkan dampak nyata. Proses ini melibatkan organisasi
untuk memastikan kesiapan sumber daya, interpretasi kebijakan ke dalam rencana yang
dapat dilaksanakan, dan penerapan berupa layanan langsung kepada masyarakat. Meski
dirancang untuk mencapai tujuan yang diinginkan, implementasi sering menghadapi
tantangan seperti kurangnya sumber daya, interpretasi kebijakan yang tidak konsisten, dan
keterbatasan evaluasi sebelumnya.

Ada tiga pendekatan utama dalam implementasi kebijakan. Model atas-bawah
menekankan kendali pembuat kebijakan dalam menentukan tujuan dan proses
implementasi, sedangkan model bawah-atas menonjolkan peran aktor lokal dalam
pelaksanaan kebijakan. Teori hibrida menggabungkan kedua pendekatan tersebut untuk
menciptakan strategi implementasi yang lebih komprehensif, memadukan aspek strategis
dan operasional untuk efektivitas yang lebih besar.

Berbagai model implementasi menawarkan panduan dalam memahami keberhasilan
pelaksanaan kebijakan. Model Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi faktor seperti
ukuran kebijakan, sumber daya, dan kondisi sosial-ekonomi. Model Edward III menekankan
pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Model
Grindle menyoroti kombinasi antara isi kebijakan dan konteks implementasinya. Sementara
itu, model Mazmanian dan Sabatier, serta model jaringan, menawarkan pendekatan yang
lebih kompleks, dengan fokus pada interaksi aktor dalam jaringan kebijakan untuk
menentukan prioritas dan strategi pelaksanaan
Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan
kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat
berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan tradisi. Desa berperan sebagai fondasi awal
pembangunan daerah, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan demi
meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa
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bersama perangkat desa yang bertugas mengelola kepentingan masyarakat, mengatur
stakeholder desa, dan menyelenggarakan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat desa.

Keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang,
seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi salah satu
sumber utama keuangan desa untuk mendukung program pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan pelaksanaan pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa harus
dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan
hingga evaluasi. Dengan bantuan ADD, desa dapat meningkatkan kemandirian dan
mengembangkan potensi lokal, meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam
pengelolaannya.

Kelembagaan desa, termasuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
dan lembaga kemasyarakatan, berfungsi mendukung tugas pemerintahan desa. Lembaga ini
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan
pembangunan. Peraturan desa (Perdes) menjadi dasar hukum yang dibuat bersama oleh BPD
dan kepala desa untuk mengatur berbagai aspek kehidupan desa, termasuk pengelolaan
keuangan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan hukum yang dibentuk oleh desa
untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, dan mengembangkan investasi dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai lembaga ekonomi yang dikelola oleh
masyarakat desa sendiri, BUMDesa berperan dalam menggali, mengelola, dan
mengembangkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa
(PADesa) serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang berbeda dari
lembaga ekonomi konvensional, BUMDesa mendukung pembangunan ekonomi desa yang
inklusif dan berbasis nilai-nilai kebersamaan.

Pendirian BUMDesa bertujuan untuk menggerakkan perekonomian desa melalui
pengelolaan aset desa, pengembangan investasi, dan penyediaan layanan yang bermanfaat
bagi masyarakat. BUMDesa juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang
berkelanjutan, termasuk mendorong pengembangan ekonomi digital di desa. Dalam
pengelolaan usaha, BUMDesa melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa untuk
memastikan layanan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan pasar, sekaligus mencegah
distorsi ekonomi di pedesaan.

Dalam operasionalnya, BUMDesa menerapkan prinsip-prinsip seperti kerja sama,
partisipasi, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini
menjadi dasar dalam pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDesa agar dapat
memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan dukungan dana desa yang
terus meningkat, BUMDesa diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi
desa, membuka lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan melalui semangat gotong
royong dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan Desa dan Ekonomi Daerah

Pembangunan desa adalah upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan
sumber daya alam di desa secara optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemerintah berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, sehingga
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masyarakat dan pemerintah desa dapat berkontribusi secara aktif dalam berbagai kegiatan
pembangunan. Pendekatan pembangunan desa bersifat menyeluruh, mencakup berbagai
aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

Pembangunan ekonomi daerah melibatkan pengelolaan sumber daya lokal oleh
pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong kegiatan
ekonomi, dan mengatasi masalah fundamental yang dihadapi suatu daerah. Strategi
pembangunan daerah memerlukan visi dan misi yang jelas, serta integrasi berbagai aspek
seperti pertanian, penyuluhan, fasilitas kredit, dan pemasaran untuk memastikan
peningkatan produktivitas serta pemerataan pendapatan. Pembangunan desa terpadu
menekankan penyampaian layanan dan bantuan kepada masyarakat desa melalui
pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam strategi pembangunan ekonomi daerah, tujuh pendekatan utama diterapkan
untuk mencapai pertumbuhan, kesejahteraan, dan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan
ini mencakup penguatan kemampuan masyarakat dalam pembangunan, koordinasi di
berbagai tingkatan, komunikasi dua arah yang persuasif dan edukatif, serta pelibatan
kelompok masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengambilan keputusan dan monitoring.
Semua langkah ini diarahkan untuk memperbaiki pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan
masyarakat desa melalui solusi yang berkelanjutan dan strategis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Kembuan Satu, Kecamatan Tondano Utara,
Kabupaten Minahasa. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi
BUMDesa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Studi kasus dipilih untuk
menggali secara mendalam pelaksanaan unit usaha, sumber daya manusia, modal usaha,
partisipasi masyarakat, dan peran pemerintah desa. Penelitian dilakukan dengan
pengumpulan data langsung di lapangan melalui observasi, wawancara, dan analisis
dokumen yang relevan.

Lokasi penelitian di Desa Kembuan Satu dipilih karena belum ada penelitian
sebelumnya tentang implementasi BUMDesa di desa tersebut, serta adanya keingintahuan
tentang peran BUMDesa dalam mendukung perekonomian masyarakat. Fokus utama
penelitian adalah unit usaha air bersih sesuai dengan peraturan pemerintah, termasuk
analisis pembentukan unit usaha, pengelolaan modal, sumber daya manusia, partisipasi
masyarakat, dan pengawasan dari pemerintah desa.

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara
dengan perangkat desa dan masyarakat, serta dokumentasi seperti peta lokasi dan dokumen
administrasi terkait. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan
Huberman, yang meliputi reduksi data untuk menyaring informasi relevan, penyajian data
dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan kausal, dan
temuan penting dari penelitian.

Prosedur penelitian mencakup tahap pra lapangan, pekerjaan lapangan, dan analisis
data. Pada tahap pra lapangan, peneliti menyusun rencana penelitian, memilih lokasi,
mengurus perizinan, dan menyiapkan perlengkapan. Tahap pekerjaan lapangan melibatkan
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pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan informan, observasi, dan wawancara.
Data yang dikumpulkan dianalisis secara mendalam untuk memahami implementasi
BUMDesa, dengan hasil yang diharapkan dapat memberikan pandangan baru tentang peran
dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembentukan unit usaha

BUMDesa Magenang-genangan di Desa Kembuan Satu, Kecamatan Tondano Utara,
Kabupaten Minahasa, didirikan berdasarkan peraturan desa pada 14 Juli 2023. Pembentukan
ini merupakan hasil musyawarah dan mufakat masyarakat desa dengan tujuan utama
meningkatkan pendapatan desa dan perekonomian masyarakat. Dengan BUMDesa ini,
diharapkan tercipta lapangan kerja baru, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan
pengembangan potensi ekonomi desa untuk mendukung pembangunan yang lebih baik.

Unit usaha utama yang dijalankan oleh BUMDesa Magenang-genangan adalah
pengelolaan air bersih. Kebutuhan akan air bersih yang tinggi di masyarakat menjadi alasan
utama dipilihnya unit usaha ini. Sebelumnya, penyediaan air bersih ditangani langsung oleh
pemerintah desa, namun Kkini pengelolaannya dialihkan kepada BUMDesa untuk
meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan dari unit usaha ini
diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan desa dan berbagai
kebutuhan masyarakat.

Meskipun pembentukan dan pelaksanaan unit usaha telah berjalan sesuai ketentuan,
sosialisasi kegiatan BUMDesa kepada masyarakat belum menjadi prioritas. Hal ini
disebabkan oleh keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki oleh pengurus BUMDesa.
Namun, pengelola menyadari pentingnya komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk
mendukung keberhasilan program yang dijalankan oleh BUMDesa dalam jangka panjang.
Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan BUMDesa

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan,
termasuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Di Desa Kembuan Satu, struktur
kepengurusan BUMDesa diisi oleh tenaga kompeten, seperti pensiunan dan ASN aktif, yang
memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan
unit usaha, khususnya penyediaan air bersih, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat
desa. Meskipun para pengurus memahami tugas pokok dan fungsi mereka, waktu yang
terbatas akibat pekerjaan utama menjadi kendala yang signifikan dalam pengelolaan
BUMDesa.

Keterlibatan tenaga profesional dalam kepengurusan memberikan dampak positif
terhadap keberadaan dan kinerja BUMDesa. Aktivitas BUMDesa berjalan dengan baik, dan
tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan cukup positif. Program kerja
disusun berdasarkan skala prioritas, dengan fokus utama pada kebutuhan mendesak
masyarakat, seperti akses air bersih untuk keperluan sehari-hari. Alur kerja dirancang untuk
memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi secara efektif dan efisien.

Dukungan masyarakat terhadap pengurus BUMDesa tercermin dari respons positif
terhadap layanan unit usaha air bersih. Keluhan masyarakat ditangani dengan cepat dan
maksimal, sehingga menciptakan kepercayaan terhadap keberadaan BUMDesa. Dengan
pengelolaan yang baik dan tenaga pengurus yang kompeten, unit usaha air bersih dapat
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memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meskipun tantangan waktu tetap menjadi
perhatian yang perlu diselesaikan ke depannya.
Modal Usaha

Keterbatasan modal usaha menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh
BUMDesa Kembuan Satu dalam mengembangkan unit usaha air bersih. Modal yang tersedia
saat ini hanya berasal dari penyertaan modal dana desa, yang cukup untuk biaya operasional
tetapi belum memadai untuk ekspansi usaha yang lebih besar. Kondisi ini membatasi
kemampuan BUMDesa untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan
meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Upaya untuk mendapatkan tambahan modal dari pihak ketiga, seperti perbankan,
masih terkendala oleh berbagai persyaratan administratif yang sulit dipenuhi. Hal ini
menjadi hambatan signifikan bagi BUMDesa untuk menjalin kerja sama atau memperoleh
pinjaman yang dapat digunakan untuk mengembangkan unit usaha air bersih. Padahal,
tambahan modal dari sumber eksternal diperlukan untuk meningkatkan kapasitas layanan
dan memperluas jangkauan usaha.

Situasi ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih inovatif dalam pengelolaan
permodalan. Selain mencari alternatif sumber dana, BUMDesa juga perlu memperkuat
kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan ketersediaan modal yang cukup.
Dengan modal yang memadai, unit usaha air bersih memiliki potensi besar untuk
memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDesa

Partisipasi masyarakat Desa Kembuan Satu menjadi elemen kunci dalam mendukung
keberhasilan unit usaha air bersih yang dikelola oleh BUMDesa. Masyarakat tidak hanya
memanfaatkan layanan air bersih, tetapi juga berkontribusi langsung melalui berbagai
kegiatan seperti pemasangan pipa, perawatan saluran, serta gotong royong untuk
memperbaiki infrastruktur yang rusak. Dukungan ini membantu pengelola BUMDesa
mengatasi hambatan operasional, sehingga layanan air bersih dapat berjalan lancar dan
sesuai dengan kebutuhan warga.

Keterlibatan aktif masyarakat menciptakan kolaborasi yang harmonis antara
pengelola BUMDesa dan warga. Kolaborasi ini tidak hanya membantu memelihara
keberlanjutan layanan, tetapi juga mempercepat penyelesaian masalah yang muncul, seperti
perbaikan pipa bocor atau tersumbat. Dengan adanya pengawasan dan monitoring dari
masyarakat, proses distribusi air bersih tetap terjaga dan memberikan manfaat nyata bagi
warga desa.

Dukungan masyarakat juga mencerminkan rasa kepemilikan bersama terhadap
program yang dijalankan oleh BUMDesa. Semangat gotong royong dan kerja sama yang kuat
menjadi fondasi keberhasilan layanan air bersih, yang tidak hanya meningkatkan kualitas
hidup warga tetapi juga memperkuat hubungan sosial di desa. Hal ini menjadikan partisipasi
masyarakat sebagai faktor penting dalam kemajuan dan keberlanjutan usaha yang dijalankan
oleh BUMDesa Kembuan Satu.

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDesa

Pemerintah Desa Kembuan Satu memiliki peran penting dalam pengawasan dan
evaluasi terhadap pengelolaan BUMDesa, khususnya unit usaha air bersih. Evaluasi
dilakukan untuk mendeteksi masalah sejak dini, seperti keluhan masyarakat atau hambatan
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operasional, sehingga solusi dapat segera dirumuskan. Penasehat BUMDesa berkontribusi
dengan memberikan masukan dan saran kepada pengurus serta masyarakat yang terlibat
dalam layanan air bersih. Tujuan utama evaluasi adalah memastikan kelancaran pelayanan
dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BUMDesa.

Proses evaluasi dilakukan secara berkala setiap triwulan dengan agenda utama
membahas laporan keuangan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan layanan air
bersih. Rapat evaluasi ini melibatkan pengawas, penasehat, dan pengurus BUMDesa untuk
memonitor perkembangan kegiatan serta memastikan transparansi dalam pengelolaan
keuangan. Sistem ini tidak hanya memudahkan identifikasi masalah, tetapi juga membantu
menjaga kualitas layanan air bersih bagi masyarakat.

Pengelola BUMDesa juga mempersiapkan laporan dan solusi secara internal sebelum
rapat evaluasi. Direktur bersama tim pengurus mengadakan rapat pendahuluan untuk
membahas kendala dan memastikan laporan keuangan serta operasional siap
dipresentasikan. Dengan dukungan mekanisme evaluasi yang terstruktur, peran pemerintah
desa menjadi penggerak utama dalam menjaga keberlanjutan unit usaha air bersih dan
memastikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Desa Kembuan Satu.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pembentukan unit usaha air bersih oleh BUMDesa Kembuan Satu didasarkan pada
kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Unit usaha ini diprioritaskan karena kebutuhan
mendesak akan air bersih bagi warga desa. Analisis kebutuhan masyarakat menjadi hal
penting dalam menentukan unit usaha, yang dalam hal ini sudah sesuai dengan potensi dan
manfaat yang diharapkan. Dengan dasar hukum yang kuat, BUMDesa memiliki peluang untuk
mengembangkan unit usaha lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa [38],
[39].

Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan
pengelolaan BUMDesa. Pengurus BUMDesa Kembuan Satu terdiri dari individu-individu yang
kompeten dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Mereka menjadi motor penggerak
utama dalam menjalankan unit usaha air bersih. Namun, peningkatan kapasitas sumber daya
manusia melalui pelatihan dan pendampingan perlu dilakukan untuk meningkatkan
efektivitas kerja dan mendukung keberlanjutan usaha.

Modal usaha menjadi tantangan utama bagi BUMDesa Kembuan Satu dalam
mengembangkan unit usaha air bersih. Modal saat ini hanya mencukupi untuk operasional
dasar, sehingga sulit untuk melakukan ekspansi atau diversifikasi usaha. Upaya untuk
mendapatkan tambahan modal dari pihak ketiga, seperti perbankan, terkendala oleh
persyaratan administratif yang kompleks. Dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk
memperkuat modal usaha, yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa
(PAD).

Partisipasi aktif masyarakat menjadi pilar penting dalam keberhasilan BUMDesa.
Warga tidak hanya memanfaatkan layanan air bersih, tetapi juga terlibat dalam
pemeliharaan infrastruktur dan memberikan masukan kepada pengurus. Keterlibatan ini
menciptakan kolaborasi yang baik antara pengurus BUMDesa dan masyarakat, memastikan
layanan berjalan lancar dan kebutuhan warga terpenuhi secara maksimal.

Pemerintah Desa Kembuan Satu memiliki peran penting dalam monitoring dan
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evaluasi pengelolaan BUMDesa. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk
membahas laporan keuangan, kendala operasional, dan keluhan masyarakat. Peran ini tidak
hanya memastikan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga membantu pengurus
BUMDesa menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dengan kolaborasi yang erat
antara pemerintah desa dan pengurus, BUMDesa diharapkan mampu memberikan dampak
ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa unit usaha air bersih yang dikelola oleh BUMDesa
Kembuan Satu telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi
harapan masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan oleh pengurus BUMDesa telah dilaksanakan
dengan baik berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Namun, keterbatasan
modal usaha menjadi faktor determinan yang menghambat pengembangan unit usaha.
Dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan
perbankan, diperlukan untuk memperkuat permodalan.

Agar pengembangan unit usaha air bersih dapat lebih maksimal, disarankan kepada
Hukum Tua dan pengurus BUMDesa untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam
penyertaan modal. Upaya ini penting untuk memperluas kapasitas usaha dan meningkatkan
layanan kepada masyarakat. Selain itu, pengawas dan pengurus BUMDesa diharapkan dapat
menyusun proposal kebutuhan modal usaha yang disampaikan kepada pemerintah daerah
maupun pusat untuk mendapatkan dukungan pendanaan.

Hukum Tua juga diharapkan dapat melakukan pendekatan dan lobi kepada pihak
perbankan maupun lembaga non-perbankan untuk mempermudah akses permodalan.
Dukungan dari pihak-pihak terkait akan membantu mengatasi kendala modal usaha yang
selama ini menjadi hambatan utama dalam pengembangan unit usaha air bersih.

Dengan sinergi antara pemerintah desa, pengurus BUMDesa, masyarakat, dan
stakeholder terkait, unit usaha air bersih BUMDesa Kembuan Satu memiliki potensi besar
untuk berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa.
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